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ABSTRAK

Pembinvaan bapi usaha kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan akses, hal i
disehabkan adanya ketentuan syarat fixed assets yang harus disertakan sebagai agunan dalam
permehonan kredit, Dengan lahimya Undang-undang Momor 9 tahon 2006 tentang Sistem
Resi Gudang, pengusaha keeil vang bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan barang-
marang atau kemedit dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Resi
Gudang dengan menggunakan komodit tersebut sebagai jaminan. Penelitian ini antara Jain
meninjau tentang benda apa saja vang dijadikan jaminan kredit dengan jaminan Resi Gudang
pada PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero) Jakarta dan prosedur dalam pembenan
kreditnva, pelaksansan hak dan kewajiban para pihak pada kredit dengan jaminan Resi
Gudang ini, serta proses pembayaran kredit dengan jaminan Resi Gudang ini dan upaya yang
dilakukan oleh bank jika debitur wanprestasi. Metode penclitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan metade penelitian yuridis sosiologls yang
metupakan metode pandekatan masalah dengan menckankan pada norma hukum yang ada
dan menghubungkannva dengan kenyataan dJi lapangan, Dari hasil penelitian benda atau
komoditi dalam Resi Gudang yang-digunakan jaminan kredit Resi Gudang pada PT. BANK
ERSPOR INDOMNESIA (Persern} Jakarta antara Iain berupa kavu, Kopi, dan kacang mete,
prosedur dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang ini adalah dilakukan dalam
bentuk Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan, Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor,
Perjanjian Jaminan Fidusia Persedizan Barang, serta Peganjian Manajemen Agunan,
Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini pada wmuemnya sudah
terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian, namun terkadang ada masalah
ceterlambatan pembayaran angsuran dari pthak debitur vang sejauh ini masih bisa diatasi
sleh bank, mengenai pembayaran kredil dengan jaminan Resi Gudang ini hampir sama
dengan kredit pada umumnya, vaitu pada waktu jatuh tempo yang pada kredit ini maksimal |
satu) tahun atau hisa diperpanjang sesuai dengan tata cara yvang disetujui kreditur dan
debitur dan hal ini diatur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor. Upaya vang
dilzkukan pihak bank jika debitur wanprestasi atau jika ads kendala vang dialami oleh pibak
rank diatur dalam Perjaniian Kredit Modal Kerja yang mana antara lain bank bisa melakukan
restrukturisasi atas pemberian kredit tersebut.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 12435,
Keadilan dapat tercipta apabila aparat penegak hukwm dan instramen hukum
berjalan sebapaimana mestinya. Sedangkan kemakmuran dapat tercipta apabila
stahilitas perckonomian telab terjaga. Hal ini diindikasikan dapat ditekannya laju
inflasi, meningkatnya pendapatan devisa negara terutama dalam sektor non-migas
sertd berkurangnya tingkat pengangguran.

Sektor perbankan memepang peranan penting dalam usaha peningkalan
perekonomian nastonal. Bank m-;;rupakan perantara antara masyarakal yang
kelebihan dana (surplus) dengan masyarakat yang kekvrangsn dana {deficit).
Sesuni denpan pengertian bank berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998,

Pembiayaan sckior agrobisnis, khususnya pertanian, di banyak negara
rerkembang merupakan program  vang muskil. Kepiatan seklor ini, selain
dipersepsikan sebagai sektor vang menjanjikan magin laba yang rendah. juga
seresiko tinggi antara lain dari siklus musim, skala ekonomis vang tak memadai,

cualitas produk yang tak memenuhi standar, dan fluktuas: harga yang tﬂ,iﬂ.m.J

Sersrmian, * Stvtem Resi CGudang Versus Perborasan Nasional, * hiepz £/ wwwe Unpas . ae, [df
==& homemedles. Php! name=news& file=anicles&sid=3



Dart segi kelayakan wsaha, dapat dimengerti mengapa perbankan hdak
banyak tertarik mengucurkan dana ke sektor ini, walaupun ada pengecualian pada
produk agro yang berorientasi ckspor vang dikarenakan adanya unsur penghasilan
devisa sebagal jaminan pengembalian kredit.

Dalam rangka memberikan kemudahan skses pembisyaan kepada para
petani dan sektor usaha kecil menengah di Indonesia, penerapan  dan
pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah sam pilar pembangunan
ckonomi yang berwawasan kekeluargaan dan sesuai dengan  dasar-dasar
demokrasi ckonomi sebagai penpejawaniahan Pancasila dan UL 1945 menjadi
salah satu alternative vang sedang dirintis eksistensinya saat ini.’

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9@ Tabun 2006 tentang Sistermn Resi
Giudang merupskan salah saty upava untuk febih menggerakkan perekonomian
nasional, dan mendorong perrumbl_.lhﬁn periumbuhan sekior ekonemi kerakyatan,
meningkatkan kesejahteraan dan taral hidup petani serta memperkuat peranan
komaditas nasional.” Di lain pibak hal tersebut juga merupakan bagian dar
Program Pengembengan Jangka Menengah (RPIM) Tahun 2004 yang diharapkan
dapat menjadi salah satu bentuk usaha nyata Pemerintah untuk memperkuat sektor
ckonomi berbasis kerakvatan dan pertanian.

Undanp-Undang tentang Sistem Resi Gudang merupakan terobosan baru

vang melenpgkapi hukum penjaminan vang berlaku di Indonesia seperti gadai dan

" “Pamerintak sediokarn Rp 82 Milyar Unik Sesi Gudang, 7 <hnp @/ fwww, Tempointeraktit.
Com' ha/ ekbis! 2007/ 017 01/brk, 2007¢101-830377, Id, hunl>

“ Menanti Perdaganzan Resé Gudang, * htp : { Swww. Hukimonline, Comyd detait,
4an7id= 155464 cl=Heriia
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PENUTUP

Kesimpulan
|. u, Barang atau kemoditas yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam
kredit dengan jaminan Resi Gudang adalah antara lain berupa kopi, kayu dan

kacang mete,

b. Prosedur pemberign kredit dengan jamman Resi Gudang  yang

dilakukan oleh Bank Fkspor Indonesia antara fan :
i, Penpajuan SPPPE kepada divisi hukum
ii. Tahap neposiast antara Bank Ekspor Indonesia dan debitar
Gt Pembuatan draft perjanjion dan perandatanganan oleh para pibak

3 a Hak dan kewajiban Pihak Pertama sebagai pemben kredit antara lain
menetapkan harga persedizan barang yang dimasukan ke dalam gudang,
menerbitkan instruksi pengeluaran persediaan barang, menolak permohonan
pengeluaran persediaan barang. Hak dan kewajiban Pihak Kedua sebagai
penerima  kredit antara lain memberikan informasi mengensi  kondis
persediaan barang di dalam gudang, mielakukan kontrol atau inspeksi sceara
lansung ke cudang, menjuga kondis dan melakukan perbaikan atas cacat
struktural vang terlihal pads gudong Hab don lpgmmitber PRlte Doay

sehagai pengelola gudang antara lain melakukan jasa manajemen agunan

dan kegiatan pergudangan sesual denpan SOP, menolak pemasukan
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